


PEAMYELESAIAN FPERRARA TUN YANG BERISI KEWAJIBAN
MEMBAYAR GANTI RUGT DI PTUN PADANG
i Svafaat, 95140051, Fak, Hubum Unand, 75 Halaman, 20011

ABSTRARK

Megara RE sebapai nepara bukum vang berdasarkan Pancasila dan UL
1945 bertujuin mewujudian tata sehidu pan nepara dan banpsa vang sejahtera,
anw, lentram serle teetib vang menjamin persamaan kedudukan masvarakal
dalam nulum dan wenjomin lerpelibaranyva hubungan serasi, seimbang serla
selaras anlara aparabur dibidang tala usaha pegars dengan warz masyarakal
Dadam  pelaksanaannva ada  kemungkioen tobul - bealuran kepentingan
rerselisthan alaw sengheta antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan
masyarakil.

Peraclilars Tata Llsaha Megara merupakan lembaga peradilan vang
berwenang, menerima, memerikss, menvelesaikan serta memubisskan sengketa
khususnva dalam habangan antara badan alau pejabal TUN dengan warga
usevarakal demi menegakkan keadilan, kebemaran, kelerliban dan kegastian
huhum. Dalam hal pengougal mengajiekan tuntutan kepada Peradilan Tala
Lsaha ™epara, disamping mengajukan tuntutan pokek vang berisi hinluzan aga
kepatusan TUN vang  disenghelakan o dinvatakan batal atau tidak sah
{Pasal 53, kepada penggugal jupa diberikan hak anluk mengajukan untulan
Lanbabien berupa fanhtan meminla ganin rugi alau funlutans ganli rugi vang
diserlat dengan rehabilitasi khasus dalam sengkela kepegawaian (Tasal 57 aval
Mdan 12 UL Wo'5/86].

Trari F!‘I'I-:"E'”'ié*ﬂ vang: lelah permbis lakukan i Pengadilion Tala Usaha
Neparn Pacang, denpan meneliti berkas perkara vang masuk dan Lalan 199
19498 ditemukan hanva sebanvak tiga perkara vang pada petitimnya menunnial
tantelun gantl rupl dael keliges perkara lersebut vanp sampai diadili dan
mempunvar kekuafan hukum telap bhanva satu perkara, namun tuntulan ganti
regi o vang diminta pun dinvatakan  ditolak oleh magelis hakim { Ldak
dikabulkan), dalam perkara int pihak lerpugat telah  dikalabkan dengan
diperintahkan untuk  wencabut keputusan TUN vang  telah  dikeluarkan,
menerlitkan keputasan TUN vang barn serta membebankan biava perkara
kepadsa para lergugal secara langgung renteng, hanva perkara inilah vang
memungkinkan untuk peruhis analisa lebih Jangut, baik analisa lechadap posita,
petibum, maupun terhadap putusan dant majelis hakim dengan kenvalaan
tezsebut berarti dari beberapa perkara yvang masuk ke TTUN Padang vang
diserlar tunfutan ganh rug: sampal saal ind belum ada vang dikabulkan oleh
peapadilan, namun penyvelesaian perkara TUN vang bersi kewajiban membavar
panli rugi di FTUN Tadang telah terfaksuna.

faci dapat disimpuikan Talova sejak berdinnya FTUN Tadang sampai
saad il belum ada tunlutan ganti rugl yvang dikabulkan, tetapi penyelesaian
perkara TUN vang bersi kewajiban membavar ganti rugi di PTUN Padang
sevaza prosedur telah terlaksapa dengan baik, mwudah-muadaban seiring, dengan
semmakin meningkalnva tingkat kesadaran hukum masyvarakat di masa vang akan
datang tunbulan ganti rugi ini ada vang dikabulkan.
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BARIT

PENDAHULUARN

A. Latar Belakang Permasalahan.

Dalam pasal 10 ayat (1) UL No 14 / 1970 tentang pokok-pokok
kekuasaan kehakiman dinvalahan bahwa salah satn peradilan vang,
memalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah Peracdilan Tata
Usaha Megara (TTUN), peradilan TUN inilah nantinva Yang akan
memerikeg, memutus dian menyelesalkan sengheta TR iMiengenai
peradilan TUN ind juga disinggung di dalam TAP MPR Mo [/ MPR /1573
tentang GBHN, tepatnya didalam rancangan Repelita UI tahun 1979 /
195U sampai 1983 /1984 vang membahas tentang pembangunan o bidang
hukum 3

seperti yang telah disingung di atas bahwasanva peradilan TUN
adalah peradilan yang memeriksa, memutes dan menyelesaikan sengheta
TUN, yang dimaksudkan dengan sengheta TUN di sind adalah sengkota
vang tmbul dalam bidang TUN baik di pusat maupun di daerah sebagai
akibal dikeluarkannya kepulusan TUN, lernwssuk senpketa kepepawalan
perdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Sehagai akibat dikeluarkannya / adanya suata penctapan terbulis
vang dikeluarkan oleh badan atau psjabat TUN vang berisi tindakan
hukum TUIW vang berdasarkan peraturan perundang-undangan yvang
berlaku vang bersifat konkeit, individual dan foal vang menimbalkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hubum perdata vang mana
akibat hukum it dirasakan merugikan kepenfingannva schingga
menimbulkan sengketa TUMN, dimana sengketa ind diselesaikan i
peradilan TUR.

l'ihak pencari keadilan alan mengajuban permohonan vang berisi
tuntutan terhadap badan atau pejabat TUN diajukan ke pengadilan untuk
mendapatian nutuzan, hal inilah vang dikenal dengan gupatan, hal-hal

pokal vane dituntnt atau dimamuskan dalam atan lerbatas 1rada
B Famg BUE P

penggugat, kepentingan harus bersifat langsung terkena, artinva tdak
terselubung dibalil Eepentingan orang lain { Rechtstrecks belane 1.5
Disamping mengajukan tuntutan pokok berupa tuntutan agar
keputusan TUN vang telah menimbulkan kerugan bagi pengemgat
dinvatakan batal atau tidak sah karena berlentangan dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku ataw karena badan atau pejabat TUN

telah menseunakan wewenansnva untuk bojuan lain dari maksud
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BAB IV

RESIMPULAN DAN SARAN

AL Resim PJ]....
Dhari wratan i alas vang telah penulis kemukakan moalai das HahIga s

fab Il maka pada Bab IV ind penulis ingin menyimpulkan, Kesimpulan vang

dapat pemmais ambil adalah sebagai berikut ;

L Berdasarkan peneliian vang penulis lakokan terhadap beckas
perkara yang masuk ke PTUN Padang dadi tahun 199 - 1993
dapat diketabui bahwa perkara yang masuk selurohinys sebanyak
1M perkara. dan yang dapat diadili hanva sebanvak 34 perkara
karera vang lainnva banvak vang gueur. dicabut kembali oleh
penggugat serla ditelak pada proses dismisal yang merupakan
salah satu kekhuosvsan jika dibandingban dengan peradilan smum,
Dard 102 porkara tersebut setelab penulis lakukan pemilahan
peIRaTa satu persat ditemubkan hanva sebanyak tiga peckara vang
pada peliluowya meduniul untulan panti cugl, LIASTNE =115
dua perkara yvang masuk pada tahun 1996 dan satu preckarn vang

masuk pada tabun 1997, dari ketiga perkara tersebut vang sampai

diadili hinya satu perkara saja, dua perkara lagi vang sabu dicabut
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